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Kebijakan Penataan Ruang 
Jabodetabekpunjur  
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Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan  
Bogor, 28 November 2013  

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



Kerangka paparan  

ÅDasar hukum 

ÅPP 26/2008 

ÅPerpres 54/2008 

ïTujuan 

ïSasaran 

ïPeran  

ïFungsi 

ÅPeninjauan kembali RTR KSN 
Jabodetabekjur 
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Dasar hukum  

PP 26/2008 

ωRencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

Perpres 54/2008 

ωPenataan Ruang Jabodetabekjur (RTR 
KSN). 
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PP 26/2008  

KSN: wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 
kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; 

KSN Jabodetabekpunjur berperan sebagai pusat perekonomian 
wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan 
tanah serta keanekaragaman hayati: 

ωmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan 
kelestarian lingkungan hidup.  
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Dasar penyusunan  

ωAntara pemerintah dan pemerintah daerah 

ωAntarpemerintah daerah 

Pedoman penataan ruang terpadu 

ωKonservasi air dan tanah 

ωMenjamin tersedianya air tanah dan air permukaan 

ωPenanggulangan banjir 

ωPengembangan sosial ekonomi 

 

Acuan bagi pemangku kepentingan 
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Perpres 54/2008  
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



Tujuan (Pasal 2 Ayat 1) 

ωsebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; 

ωmemperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan 
ketahanan; 

keterpaduan 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

antardaerah 

ωuntuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan 
tanah,  

ωmenjamin tersedianya air tanah dan air permukaan,  

ωmenanggulangi banjir 

mewujudkan daya 
dukung lingkungan yang 

berkelanjutan dalam 
pengelolaan kawasan,  

ωberdasarkan karakteristik wilayah 

ωterciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 

ωpembangunan yang berkelanjutan 

mengembangkan 
perekonomian wilayah 
yang produktif, efektif, 

dan efisien 
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Sasaran (Pasal 2 Ayat 2) 
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terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah 
daerah; 

terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, 
air, udara, flora, dan fauna;  

tercapainya optimalisasi fungsi budi daya; dan 

tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi 
budi daya. 



Peran (Pasal 3)  

ωkonservasi air dan tanah,  

ωmenjamin tersedianya air 
tanah dan air permukaan,  

ωpenanggulangan banjir,  

ωpengembangan ekonomi 
untuk kesejahteraan 
masyarakat. 

Acuan bagi 
penyelenggaraan 
pembangunan 
dengan upaya:  
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Fungsi (Pasal 4) 

ωperencanaan tata 
ruang,  

ωpemanfaatan ruang,  

ωpengendalian 
pemanfaatan ruang. 

Pedoman bagi 
semua pemangku 

kepentingan 
dalam 

penyelenggaraan 
penataan ruang, 
melalui kegiatan : 
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Cakupan kawasan (Pasal 5) 
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 Prov Jawa Barat 

Kab Bogor 

Kota Bogor 

Kab Bekasi 

Kota Bekasi 

Kota Depok 

Sebagian Kab 
Cianjur 

Prov DKI Jakarta 

Prov Banten 

Kab Tangerang 

Kota Tangerang 
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Lingkup (Pasal 6) 

kebijakan dan strategi penataan ruang,  

rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur,  

arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang,  

pengawasan pemanfaatan ruang,  

kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan 
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RTR Jabodetabekpunjur  

R
T

R 
Pola ruang 

Kawasan lindung Zona inti 

Kawasan budidaya 

Zona budidaya 

Zona penyangga 

Struktur ruang 

Sistem pusat permukiman 

Sistem sarana dan prasarana 
wilayah 

Transportasi darat, laut, 
udara 

Penyediaan air baku 

Pengelolaan air limbah dan 
limbah B3 dan persampahan 

Drainase dan pengelolaan 
banjir 

Jaringan tenaga listrik dan 
komunikasi 
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Struktur pusat permukiman  
(Pasal 13) 
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Bekasi Tangerang 

Serpong/ 
BSD 

Bogor 

Jakarta 

Depok 
 

Cimangis Cileungsi 

Setu 

Tambun/ 
Cikarang 

Cinere 

ÅKota Inti: Jakarta 
ÅKota Satelit: 
ïKota Bogor 
ïKota Depok 
ïKota Tangerang 
ïKota Bekasi 

ÅSub pusat perkotaan: 
ɆSerpong/BSD 
ɆCinere 
ɆCimanggis 
ɆCileungsi 
ɆSetu 
ɆTambun/Cikarang 

 



Arahan pengendalian (Pasal 49) 

RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan RTR 
Jabodetabekpunjur. 

RTRW dijabarkan lebih lanjut dalam rencana rinci 

ωDitetapkan dengan perda. 

ωDilengkapi dengan peraturan zonasi.  

ωPenyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi.  

Indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual digunakan untuk 
menentukan alokasi pemanfaatan ruang yang meliputi 

ωpermukiman, ruang terbuka hijau, perkantoran, dan kegiatan pertanian;  

ωamplop ruang yang meliputi koefisien dasar ruang hijau, KDB, KLB, dan garis sempadan 
bangunan;  

ωrekayasa teknologi yang diperlukan.  
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Pengendalian (Pasal 51-52)   

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk 
mewujudkan tertib tata ruang 

ωperaturan zonasi,  

ωperizinan,  

ωpemberian insentif dan disinsentif,  

ωpengenaan sanksi.  

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pula dalam 
rangka penyelesaian administrasi pertanahan 

ωpemohon memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah 
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

ωsyarat menggunakan dan memanfaatkan tanah merupakan satu kesatuan 
proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

17 



Pengawasan (Pasal 59) 

Pengawasan pemanfaatan ruang melalui 

ωpemantauan,  

ωpelaporan,  

ωevaluasi.  

Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi diselenggarakan secara 
berkesinambungan 

ωoleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

penyelenggaraan pengawasan 

ωPemerintah dan 

ωpemerintah daerah 

ωmelibatkan partisipasi masyarakat.  
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Kelembagaan, peran masyarakat 
dan pembinaan (Pasal 63-65) 

Koordinasi teknis penataan ruang Kawasan 
Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional 
dilakukan oleh Menteri.  

Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerja sama 
antardaerah di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan 
dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama antardaerah.  

Peran masyarakat melalui partisipasi, dilakukan sesuai 
dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Peninjauan kembali Perpres 54/2008  
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Definisi  
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Prinsip revisi  

ÅRencana struktur ruang dan pola ruang 
harus dipertahankan karena menyangkut 
kepastian hukum dan untuk menjaga 
konsistensi RTR; 

ÅIsu strategis yang belum diakomodir dalam 
Perpres 54/2008 akan diakomodir dalam 
revisi Perpres RTR. 
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Penilaian  

ÅKesesuaian antara rencana struktur dengan 
RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; 

ÅKesesuaian antara rencana pola 
pemanfaatan ruang dengan RTRW 
Provinsi/Kabupaten/Kota;  

ÅPengembangan kelembagaan; 

ÅSubstansi yang perlu dicakup. 
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